
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 600.4.23.1/0014/SK/DISHUB/SEKT-UMUM

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  3  Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik, perlu menetapkan Klasifi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan 
Provinsi  Kalimantan  Timur  tentang  Penetapan  Klasifikasi 
Informasi Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan 
Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1956  tentang  Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan  dan  Kalimantan  Timur  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan 
Informasi  publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846);  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERHUBUNGAN
             Jl. Kesuma Bangsa No. 01  : Kadis (0541) 737264, TU (0541) 737267,738992,203833 

S A M A R I N D A
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5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  14  Tahun 2008  Tentang 
Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5419);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang 
Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan  Informasi  dan  Dokumentasi 
Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Pemerintah  Daerah  (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 
Standar Pelayanan Informasi Publik;

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan Daerah Provinsi  Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 
2012 Tentang Layanan informasi Publik di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2012 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2016 Nomor 18);

11. Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  18  Tahun  2013 
Tentang  Pedoman  Layanan  Informasi  Publik  di  Lingkungan 
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  (Berita  Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18);

12. Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  29  Tahun  2017 
Tentang  Pola  Mekanisme  Hubungan  Kerja  dan  Koordinasi  di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 29).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan klasifikasi  informasi  publik pada Dinas Perhubungan 
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan  klasifikasi  informasi  publik  sebagaimana  dimaksud 
dalam  diktum  KESATU  harus  mendasarkan  pada  peraturan 
perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum.

KETIGA : Informasi  Publik  yang  wajib  disediakan  dan  diumumkan 
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi 
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi 
yang tersedia setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang 
dikecualikan.

KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum 
KETIGA  didasarkan  atas  pertimbangan  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku,  atas  kepatutan  dan  asas  kepentingan 
umum serta bersifat ketat dan terbatas.

KELIMA : Keputusan  ini  berlaku  sejak  ditetapkannya  dan  bilamana 
dikemudian  hari  terdapat  kekeliruan  dalam penetapannya  maka 
akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Samarinda 15 Maret 2024
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur

${ttd}

Yudha Pranoto, SE
Pembina Utama Madya / IVd
196408172010061001
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